WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, |SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

bahwa ftugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah diatur
dalam |Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang;
bahwa | untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pelayanan publik diperlukan susunan organisasi dalam
rangka| penyusunan kebijakan dan koordinasi
istratif;

bahwa | untuk mengoptimalkan fungsi dan peran
sekretariat daerah perlu penataan dan perbaikan
susun organisasi Sekretariat Daerah sebagai dasar
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah;

bahwa |Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang
perlu | disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu
diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tqta Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
UndangrUndang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara | Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

4. Undang-Undang ...




Menetapkan
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indongsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun|2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Repub

lik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubahl dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019

lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor| 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor| 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentan

g Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat

Daerahl Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

7. Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun
8. Peratu
Pembe

2023 Nomor 54);
ran Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
ntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Serang| (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016
Nomor | 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakh
tentan

ir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025
g Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota
Serang| Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah|Kota Serang Nomor 133);

9. Peratu

ran Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata K
Kota S

erja Sekretariat Daerah Kota Serang (Berita Daerah
erang Tahun 2021 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108

TAHUN

2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

SEKRETAR

IAT DAERAH KOTA SERANG.

Pasall...




Beberapa ketentuan dalam
tentang Kedudukan, Susun
Sekretariat Daerah Kota S
Nomor 173) diubah sebagai

Ketentuan Pasal 1 diub

Dalam Peraturan Wali K

1.
2.

o

RPN OO

e

12.

13.
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Pasal I
Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021

an Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
erang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021
berikut:

ah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

[ota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Serang.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan

Dgerah yang memimpin pelaksanaan wurusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

Perangkat Daerah
Perwakilan
pemerintahan yang
Sekretariat Daerah

Rakyat

adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Daerah dalam penyelenggaraan urusan
menjadi kewenangan Daerah.

adalah Sekretariat Daerah Kota Serang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.

Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Serang.

Bagian adalah Bagjan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Subbagian adalah Bubbagian pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana|adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan Rakyat,
membawahkan:

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan kelompok Jabatan
Fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia, mabhir,
terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan kelompok
Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama, penyelia,
mahir, terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana;

3. Bagian Hukum, membawahkan kelompok
Fungsional| ahli muda, ahli pertama, penyelia,
terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana; dan

4. Jabatan Fungsional ahli madya.

dan Kesejahteraan

Jabatan
mahir,

c. Asisten ...

| |



(2)

C.

d.

e.

Asisten Pereks
1. Bagian

4. Jabatan F
Asisten Admin
1.

2.

4. Jabatan Fj
Jabatan Fung
Bagan Struktur

dimaksud pada ay:
bagian tidak terpis:
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bnomian dan Pembangunan, membawahkan:

Perekonomian dan  Sumber Daya Alam,

membawahkan kelompok Jabatan Fungsional ahli muda,
ahli pertama, penyelia, mabhir, terampil, pemula dan Jabatan

Pelaksanaj

Bagian
kelompok
penyelia,
dan

Administrasi  Pembangunan, membawahkan
Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama,

mahir, terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana;

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa,
membawahkan Jabatan Fungsional terampil dan Jabatan
Pelaksana;

b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
elektronik, membawahkan Jabatan Fungsional penyelia,

mahir,

terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana;

c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa, membawahkan Jabatan Fungsional penyelia,

mahir,

terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana; dan

d) kelompok Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama,
dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Un
a) Subba;
Kepega
Fungsi
Jabatal
b) Subbag
Fungsi
Jabata]
c) Subbag
membg
teramp
d) kelomg
dan Ja
Bagian (
Fungsiona
terampil, p
Bagian Pr¢
a) Subbag
memba
mabhir,

nngsional ahli madya.
iistrasi Umum, membawahkan:
hum, membawahkan:

vian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan
waian, membawahkan  kelompok  Jabatan
onal penyelia, mahir, terampil, pemula dan

n Pelaksana;
yian Keuangan, membawahkan kelompok Jabatan

onal penyelia, mahir, terampil, pemula dan
n Pelaksana;

xian ~ Rumah  Tangga dan  Perlengkapan,
iwahkan kelompok Jabatan penyelia, mabhir,

il, pemula terampil dan Jabatan Pelaksana; dan
ok Jabatan Fungsional ahli muda, ahli pertama,
batan Pelaksana;

)rganisasi, membawahkan kelompok Jabatan
| ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir,
emula dan Jabatan Pelaksana;

ptokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
vian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan,
iwahkan kelompok Jabatan Fungsional penyelia,
terampil, pemula dan Jabatan Pelaksana;

b) Subbagian Protokol, membawahkan kelompok Jabatan

Fungsi
Jabata
c) Jabatal
Jabatay
dan

pnal penyelia, mahir,
n Pelaksana; dan
n Fungsional ahli

n Pelaksana,

terampil, pemula dan

muda, ahli pertama, dan

ungsional ahli madya.

sional ahli utama.

Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
at (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
ahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Judul ...




3.

Judul Bagian Kelima |
berikut:

Ketentuan Pasal 18 diu

(I) Subbagian Tata

(2)

(3)

Ketentuan Pasal 19 diuk

(1)

Subbagian Tata Us;

mempunyai tugas
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Belas BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai

Bagian Kelima Belas

nha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian

bah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi

Bagian Umum yang berkenaan dengan tata usaha pimpinan, staf ahli

dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Subbagian Tata
mempunyai fungsi;
a. melaksanakan

Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

pengelolaan administrasi perkantoran, yang

meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian,
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan
rapat-rapat dinas; :

b. melaksanakan

pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan

administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha
umum, persuratan, kepegawaian, Sekretaris Daerah, Asisten

Sekretaris Das
melaksanakan

rah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
pengelolaan kearsipan; dan

c.

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab

Subbagian Keuang;
tugas dan fungsi H
program, evaluasi, ¢
Untuk melaksanak
Subbagian Keuangs
a. merencanakan

pertanggungjawaban anggaran di

kepada Kepala Bagian Umum.

»ah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

an mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
sagian Umum yang berkenaan dengan keuangan,
dan pelaporan.

an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
n mempunyai fungsi:

kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan
lingkungan Sekretariat

Daerah;

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran,
perbendaharagan dan pertanggungjawaban di lingkungan
Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan| teknis pengelolaan administrasi keuangan,
perbendaharaan, anggaran, dan pertanggungjawaban di

lingkungan Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan

tugas penatausahaan keuangan di lingkungan

Sekretariat Daerah;

e. melaksanakan

pengelolaan perbendaharaan, anggaran, dan

pertanggungjawaban;

f.  melaksanakan
anggaran dan
Daerah;

pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan,
pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat

g. melaksanakan ...




(3)

Ketentuan Pasal 22 diuh

(1)

(3)

= 09
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sistem pengendalian intern;
valuasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan,
pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat

penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;

melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program
dan kegiatan| dinas yang meliputi rencana strategis, rencana
kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan
akuntabilitas | kinerja pemerintah daerah, rencana kerja, dan
anggaran,;

melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan
rencana kerja dan anggaran dari unit kerja di lingkungan
Sekretariat Dderah;

melakukan
dokumen anggaran Sekretariat  Daerah
berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal;

melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan
Sekretariat Dderah;

Sekretariat D
o. melakukan

Sekretariat

menyusun lag

dan laporan k¢
p. pelaksanaan

Umum yang bg
Subbagian Keuang
berada di bawah
Umum.

Bagian Protokol

dan Komunikasi

egiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
isasi atau pelaksanaan program dan kegiatan
crah;

i dengan unit kerja di lingkungan
aerah dalam rangka penyiapan bahan untuk
oran  kinerja instansi pemerintah lingkup dinas
zdinasan lainnya; dan

fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
erkaitan dengan tugasnya.

an dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

ah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
Pimpinan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian

pelaksanaan tugas
pelaksanaan kebij

perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
akan Daerah dibidang protokol, komunikasi

pimpinan, dan dok\imentasi.

Untuk melaksanak

an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b. penyiapan bah
daerah protokg
c. penyiapan ba
kebijakan daes
dokumentasi; ¢
d. pelaksanaan

an pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
1, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

lhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
lan
fungsi

lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol da
Kepala Bagian yang

in Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Asisten Administrasi Umum.

6. Judul ...
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6. Judul Bagian Keduapuluh BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Keduapuluh
Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

Subbagian Komumnikasi dan Dokumentasi Pimpinan mempunyai
tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan yang berkenaan dengan komunikasi dan
dokumentasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan mempunyai

fungsi:

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan
fungsi juru bidara pimpinan;

b. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan
mendesak sestiai kebutuhan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

C. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;

d. menyusun naskah sambutan pidato Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

€. mendokumentasikan kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

f.  menyusun notulensi rapat Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

g  memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Protokol dan |Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kep

a Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahhinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA [SERANG,

lgi G SAEFUDIN

AN
BERITA DAE%K@TA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 392




STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG TIPOLOGI B
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SERANG

SEKRETARIS DAERAH

1 1 R
ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRAS]

JABATAN. KESEJAHTERAAN e PEMBANGUNAN 1 UMUM — 1
FUNGSIONAL RAKYAT JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
AHLI UTAMA AHLI MADYA AHLI MADYA AHLI MADYA

T I
[ f 1 [ 1 1 f I ]
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN BAGIAN PEREKONOMIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BAGIAN UMUM R PROTOKOL DAN
PEMERINTAHAN RAKYAT HUKUM DAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN BARANG DAN JASA KOMUNIKASI
ALAM PIMPINAN
T I 1 L L ¥ I | 3 T
iDA; ; 1. JF AHLI MUDA; 1. JF AHLI MUDA; 1. JF AHLI MUDA; SUBBAGIAN 1. JF AHLI MUDA;
5. J5 AHDI PRAMA; % JF ARl PERTAMA: 2. JF AHLI PERTAMA; 2. JF AHLI PERTAMA; 2. JF AHLI PERT. | | eevasioma || uskiA ehirman Sae 2. JF AHLI PERTAMA; L | comunionstom
3. JFPENYELE; 3. JF PENYELIA; 3. JF PENYELIA; 3. JF PENYELIA; 3. JF PENYELIA; PENQADMN BaRANG KEPBGRAAAN 3. JF PENYELIA; oA
4. JF MAHIR; 4. JF MAHIR; 4. JF MAHIR; 4. JF MAHIR; 4. JF MAHIR; DANJAS 4. JF MAHIR;
5. JF TERAMPI, 5. JF TERAMPIL; 5. JF TERAMPIL; S. JF TERAMPIL; 5. JF TERAMPIL; 5. JF TERAMPIL;
6. JF PEMULA; DAN 6. JF PEMULA; DAN 6. JF PEMULA; DAN 6. JF PEMULA; DAN 6. JF PEMULA; DAN L deeewEn; 1. JFFENYELI; 6. JF PEMULA; DAN 1. JFPENYELIA;
7. JABATAN PELAKSANA. 7. JABATAN PELAKSANA. 7. JABATAN PELAKSANA. 7. JABATAN PELAKSANA, 7. JABATAN PELAKSANA. s g: 3?%}35’% 7. JABATAN PELAKSANA. g jg %\le.m_
4. JF PEMULA; DA! 4. JF PEMULA; DAN 4. JF PEMULA; DAN
5. JABATAN FELAKSANA. 5. JABATAN PELAKSANA, 5. JABATAN PELAKSANA,
SUBBAQIAN SUBBAGIAN
- FPENGELCLAAN SUBBAGIAN PROTOROL
LAYANAN PENGADAAN KEUANGAN ]
SECARA ELEKTRONIK
1. JF PENYELIA; 1. JFPENYELA; 1. JF PENYELIA;
2. JF MAHIR; 2. JFMAHIR; 2. JFMAHIR;
3. JF TERAMPIL, 3. JPTERAMPIL; 3. JF TERAMPIL;
4. JF FEMULA; DAN 4. JF PEMULA; DAN 4. JF PEMULA; DAN
5. JABATAN PELAESANA. 5. JABATAN PELAKSANA. 5. JABATAN PELAKSANA,
SUB BAGIAN SUBBAGIAN RUMAH 1. JF AHLI MUDA; DAN
— FEMBINAAN DAN — ‘TANGGA DAN 1 2. JF AHLI PERTAMA
ADVORAS] PENGADAAN PERLENGKAPAN
BARANG DAN JASA
1. JP PENYELIA; 1. JFPENYELIA;
LU 3 WALL KO RANG,
4. JF PEMULA; DAN 4. JF FEMULA; DAN
5. JABATAN PELAKSANA. 5. JABATAN PELANSANA.
L} 1. JF AHLI MUDA; DAN 1. JF AHLI MUDA; DAN
2. JF AHLI PERTAMA — 2. JFAHU PERTAMA

BUDI RUSTANDI



